MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

—

NOMOR 948/Kpts./HK.150/M/09/2025

TENTANG
BANK GEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melindungi sumber daya genetik
tanaman dan derivatnya yang merupakan aset bangsa
dan berasal dari Indonesia, serta dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,
dan pelestarian sumber daya genetik pertanian,
Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan bank
gen pertanian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem  Budi Daya  Pertanian  Berkelanjutan,
Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan bank
genetik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Bank Gen Pertanian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6953);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biological
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pengesahan International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Traktat
Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk
Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic
Resources And The Fair And Equitable Sharing Of
Benefits Arising From Their Utilization To The
Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya
tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan
Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang
Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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9. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6900);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 14);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG BANK GEN
PERTANIAN.

Menetapkan Bank Gen Pertanian pada Balai Besar
Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya
Genetik  Pertanian sebagai sarana dan prasarana
pelestarian ex situ lingkup nasional untuk sumber daya
genetik pertanian yang dapat berupa biji, serbuk sari,
jaringan  atau organ tanaman lainnya, planlet,
mikroorganisme, semen beku, Deoxyribonucleic Acid (DNA),
dan/atau tanaman di lapang.

Bank Gen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pelestarian sumber daya genetik
pertanian di luar habitatnya;

b. memfasilitasi peran serta masyarakat memperkaya
koleksi sumber daya genetik pertanian di luar
habitatnya melalui layanan penyimpanan, penitipan,
dan/atau penyerahan materi sumber daya genetik
pertanian,;

c. memberikan layanan publik berupa penyerahan,
penyimpanan, penitipan, serta akses materi dan
informasi sumber daya genetik pertanian dalam
rangka pelestarian dan pemanfaatannya; dan

d. penyimpanan duplikat koleksi sumber daya genetik
pertanian lokal yang telah didaftarkan hak
perlindungan varietas tanaman dan varietas unggul
baru dalam bentuk biji ortodoks.



KETIGA . Petunjuk teknis pengelolaan Bank Gen Pertanian
ditetapkan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan
fungsi di bidang pengelolaan sumber daya genetik
pertanian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik
Pertanian dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KELIMA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

—=Ditetapkan di Jakarta
pad\_a tanggal 24 September 2025
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Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup;

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional,

Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;

Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.
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